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WAUKOTA PALEMBANG
PROV1NSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMHANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN OKGANISAS1, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas Sosial Kota Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1059 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat H dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara fLembaran Negara Republik Indonesia 2016
Nomor 6, tambahan Negara RJ Nomor 5533);

3- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5- peraluran % ^ ^



5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomcnklatur Dinas Sosial
Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1590);dan

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kora Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pcmcrintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.

6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
7. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Kota

Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kota Palembang.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kota

Palembang.
11 .Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang,

13. U n i t Pelaksana Teknis adalah u n s u r peiaksana teknis pada
Dinas Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

BAB II
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BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1 ) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang Sosial .

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
bcrkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Sosial dan Susunan Organisasi Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan di bidang Sosial dan tugas
pembantuan.

(4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
a* Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan

Bencana Alam;
2. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga; dan
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pcnyandang Disabilitas: dan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak

Kekerasan dan Korban Pedagangan Orang.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial ; dan
3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial,

f. Bidang
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f. Bidang Penanganan Fakir Miskin , memhawahi:

1 . Seksi Penanganan Fakir Miskin;
2. Seksi Data dan Informasi; dan
3. Seksi Fendampingan dan Bantuan Stimulan.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h . Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris .

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, sebagaimana
dimaksud pada aval ( 1 ) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

BAB Til
URA1AM TUGAS DAN FUNGS1

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang Sosial berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

( 1 ) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan , keuangan dan
pclaporan serta menvelenggarakan urusan adminisuasi
umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) , Sekretaris mempunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;

c, pelaksanaan
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c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan administxasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehuraasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan .

Pasal 6

( 1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
b. mengelola adrainistrasi umum dan surat menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d . mengelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga , kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan petjalanan

dinas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
h. melaporkan hasii keija dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian

Keuangan;
b* menyusun rencana anggaran keija dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan/akuntansi;
g. melaporkan hasii keija dan capaian kineija; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan
kegiatan antar bidang;

c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kineija program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kineija dinas;
f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
g. melaporkan basil keija dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
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Bahian Ketiga

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Pasal 7

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai
tugas melaksanakan sehagian tugas dinas di Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
mempunyai fungsi:
a. Penvusunan rencana program keija tahunan bidang

perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan
ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan dcngan cara disposisi
atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan
tanggung jawab masing-masing;

c. memberi petunjuk kepada baw ahan dengan cara tertulis
atau secara Isian agar pelaksanaan tugas efisien dan
efektif;

d. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar
tugas dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan;

e. mengkaji bahan kebijakan teknis, bahan fasilitas, dan
koordinasi pembinaan pelayanan, bantuan,
perlindungan dan rehab psikososial;

f. memonitor dan mengevaluasi hasil keija kepala seksi di
bidang perlindungan dan jaminan sosial;

g. memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan bantuan.
perlindungan, pembinaan, pelayanan dan rehab
psikososial;

h. pelaksanaan koordinasi dan kcijasama dengan instansi
terkait;

i. pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oieh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 8

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan
Bencana Alam, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana
alam;

b. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau

tertulis agar dapat diproses lebih lanjut;
c. memberikan petunjuk kepada bawahan dengan lisan

atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami
pekeijannya;

d. memeriksa pekeijaan bawallan berdasarkan hasil keija
untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta
upaya penyempumaannya;
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e. menyusun bahan kebijakan teknis. fasilitas,

pengelolaan data dan fasilitasi pclaksanaan usaha-
usaha, melaksanakan koordinasi pendataan dan
pelaporan kejadian bencana, pengadaan buffer stock,

pengelolaan bahan/barang bantuan dan peralalan
bencana, pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi
perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana
alam;

f . men3dapkan bahan penvusunan perumusan kebijakan
di bidang perlindungan dan jaminan sosial seksi
perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana
alam;

g. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan dan
jaminan sosial korban bencana sosial dan bencana
alam;

h. menyiapkan bahan penvusunan, bahan norma, standar,
prosedur dan kriteria seksi perlindungan sosial korban
bencana sosial dan bencana alam;

i- menyiapkan baban pemberian bimbingan teknis,
supervise, dan pemantauan di bidang perlindungan dan
jaminan sosial seksi perlindungan sosial korban
bencana dan korban alam;

j. merabuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan dan mengkoordinasi dengan
unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

k. melaporkan basil keija dan capaian kinexja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

hidang tugasnya.

(2) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi jaminan

sosial dan keluarga,
b. membagi tugas kepada bawahan dalam

mengadministrasikan umum, pelaksanakan kegiatan ,
adminitrator jaringan komputer, mengelola bahan dan
data asuransi kesejabteraan sosial, mengelola disposisi
atau secara lisan mengetahui tugas dan tanggung jawab
masing-masing;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan
atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami
pekerjaannya;

d. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkar. basil lccrja
untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta
upaya penyempumaannya;

e. memeriksa basil, mengkoreksi /mengkontrol
pelaksanaan tugas pclaksana kegiatan, pengonsep
laporan dan rencana kegiatan, administrasi umum yang
berhubungan dengan program kegiatan pada seksi
jaminan sosial dan keluarga;

f. menyiapkan bahan penvusunan , bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteriaseksi jaminan sosial dan keluarga:

g. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan dan
jaminan sosial seksi jaminan sosial dan keluarga
dengan unit / instansi terkait;

h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis,
supervisi, dan pendampingan di bidang perlindungan
dan jaminan sosial seksi jaminan sosial dan keluarga;

i. Membuat
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i . membuat telnahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan keputusan clan mengkoordinasikan
dengan unit keija Lerkail dalam pelaksanaan kegiatan;

j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
berdasarkan basil kerja sebagai bahan evaluasi bagi
atasan;

k. melaporkan basil keija dan capaian kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Kesejabteraan Sosial, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

kesejahtcraan sosial;
b. memjbimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat

terlaksana secara efektif dan efisien;
c. membagi tugas kepada bawatian dalam mengumpulkan,

mendokumentasikan, mengadministrasi kail, mcnyiisun ,
menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta
menyhnpan data ke dalam komputer dengan cara
disposisi atau secara lisan agar mengetahui tugas dan
tanggung jawab masing-masing;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
e. memeriksa hasil/mengoreksi/ mengonlrol pelaksanaan

tugas pclaksana kegiatan, pengumpulan data kartu
keluarga sejahtera (kks), kartu Indonesia sehat |kis),
mengonsep laporan, membuat telaahan staf untuk
meningkatkan klneija;

1. membuat laporan kepada atasan baik berdasarkan basil
kerja sebagai bahan evaluasi;

g. melaksanakan tugas lain yang dibcrlkan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

h. melaporkan basil keija dan capman kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di Bidang Rehabilitasi Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial , mempunyai fungsi:
a. merencanakan program operational keija tahunan

bidang rehabilitasi sosial, meliputi seksi rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas dan seksi rehabilitasi sosial tuna
sosial dan kurban perdagangan orang;

b.
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b. membagi tugas kepada seksi rehabilitasi sosial anak

dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas da seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan
korban perdagangan orang, dengan cara disposisi atau
seeara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan
tanggung jawab masing-masing;

c. memben petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, seksi
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan seksi
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang dengan cara tertulis atau secara lisan agar
pelaksanaan Lugas efisien dan efektif;

d. mengkoordinasikan dengan unit kerja dan instansi
terkalt dalani kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;

e. mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, seksi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas dan seksi rehabilitasi sosial tuna
sosial dan korban perdagangan orang;

f. mengevaluasi basil kegiatan pelaksanaan program seksi
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usiaf seksi
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan seksi
rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang;

g. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar
tugas dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang diietapkan;

h. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan bagi pimpinan dinas sosial dan
mengkoordinasikan dengan unit keija terkait
pelaksanaan tugas dan kegiatan;

i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
berdasarkan hash kerja sebagai bahan evaluasi bagi
atasan;

j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan Lugas; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Kehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,
mempunyai tugas:
a, menvusun rencana program dan kegiatan seksi

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
b. membimbing bawahan dalam pelaksanaan kegiatan

pada seksi reliabilitya dan pelayanan penyandang
disabilitas agar kegiatan dapat terlaksana secar efisien
dan efektif;

&c. membagi
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c. membagi tugas kepada bawahan dalam

mengadministrasikan pengeiola kegiatan,
mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data
seksi rehabilitasi dan pclayanan penyandang disabilitas
dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan
mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

d. memeriksa hasil / mengoreksi/mengontrol pelaksanaan
tugas dalam mengadministrasikan mengelola kegiatan,
mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data
seksi rehabilitasi dan penyandang distabilitas yang
berhuhungan dengan rencana dan program kegiatan;

e. membual telaahan staf untuk meningkatkan kinerja;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain

berdasarkan kegiatan Pclayanan Sosial Keliling (UPSK),
Loka Bina Karya {L.BKJ, Praktik Belajar Kerja (PBK) ,
penyaiuran asislensi sosial penyandang distabiiitasi
melaiui Iks, pendampingan asistensi sosial bagi
penyandang disabilitas berat, kampanye sosial dalam
pemenuhan hak-hak orang dengan kedisabilitasan agar
rebahilitasi dan pelayanan penyandang disabilitas tepat
sasaran;

g. mengevaluasikan hasil pelaksanaan tugas bawahan
agar mendapatkan hasil sesuai target kegiatan;

h. mclaporkan kepada atasan berdasarkan hasil keija
sebagai bahan evaluasi;

i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh
atasan baik secara lisan maupun tertulis dengan tugas
pokok dan fungsinya;

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinexja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan
orang;

b. membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara
lisan maupun tertulis agar dapat diproses lebih lanjut
tentang rehabilitasi sosial tuna sosial, rehabilitasi
korban tindak kekerasan dan korban perdagangan
orang serta penerusan pcrjalanan orang terlantar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan
dan tertulis agar bawahan mengerti dan memahami
pekerjaannya;

d. memeriksa pekeijaan bawahan berdasarkan hasil keija
untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan
serta upaya penyempumaannya;

e. memeriksa hasil/mengoreksi/ mengontrol pelaksanaan
tugas pelaksanaan kegiatan rehabilitas sosial tuna
sosial, pengumpul data kegiatan psktkpm dan orang
terlantar, pengelola pelayanan orang terlantar
administrator jaringan komputer, pengonsep laporan
dan rencana kegiatan, adminitrasi umum yang
berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;

*
f. mengkoordinasikan^^.
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f. mengkoordinasikan program kegiatan penanganan

rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan,
korban perdagangan orang dan orang terlantar dengan
instansi lain;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
mendapatkan hasil scsuai target kegiatan;

h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
berdasarkan hasil keija sebagai bahan evaluasi bagi
atasan;

i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan;
j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
b. membagi tugas-tugas kepada bawahan dengan cara

lisan maupun tertulis agar dapat diproscs lebih lanjut
tentang pelayanan dan perlindungan anak dan lansia;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan
dan tertulis agar bawahan mengerti dan memaltami
pekerjaannya;

d. memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja
untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan
serta upaya penyempumaannya;

e. menyampaikan informasi kepada instansi terkail dan
mitra kerja tentang program pelayanan dan
perlindungan anak dan lansia yaitu : anak balita
terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak
jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan
perlindungan khusus, lansia terlantar balk produktif
maupun non produktif;

f. mengonsep bahan untuk verifikasi dan seleksi data
anak dan lansia yang menerima bantuan, pengelolaan
data penerimaan bantuan, pelaporan dan evaluasi
kegiatan pelayanan dan perlindungan anak dan lansia;

g. memproses penelitian berkas dan perijinan
pengangkatan anak (adopsi) melalui tim pipa;

h.

anak (pksa);
i. memfasilitasi pemberian rehabilitasi psikososial dan

motivasi bagi anak yang mcngalami traumatik melalui
pendamping sakti peksos palembang;

j. memfasilitasi peringatan hari anak dan lansia;
k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

memberikan pembinaan dan penilaian kepada sakti
peksos yang mendampingi program kesejahteraan sosial

Bagian Kelimn.^r.^



Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 11

12

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas
melakaanakan sebagian tugas dinas dibidang
Pemberdayaan Sosial:

(2) LJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dfmaksud pada
ayat. ( 1 ) , Bidang Pemherdayaan Sosial , mempunyai fungsi:
a. mereneanakan operasional program Lahunan seksi

pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi
sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga,
seksi pemberdayaan kelembagaan sosial sebagai bahan
pedoman pelaksanaan tugas kegiatan ;

b. membagi tugas kegiatan seksi pemberdayaan potensi,
keaetiakawanan dan retorasi sosial, seksi
pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi
pemberdayaan kelembagaan sosial ;

c. memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi
pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi
sosial, seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga,
seksi pemberdayaan kelembagaan sosial agar
pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

d. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan
potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial , seksi
pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi
pemberdayaan kelembagaan sosial dalam penviapan
bahan pernbinaan dan petunjuk penyusunan program
kegiatan sesuai detigan sasaran yang ditetapkan;

e. mengkoordinasikan dengan unit kerja dan instansi
terkait daiam pelaksanaan kegiatan;

f. mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan
potensi , kesetiakawanan dan restorasi sosial, seksi
pemberdayaan perorangan dan keluarga , seksi
pemberdayaan kelembagaan sosial yang berhubungan
dengan recana dan program berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

g. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi
pemberdayaan perorangan dan keluarga, seksi
pemberdayaan kelembagaan sosial agar mendapatkan
hasil sesuai target kegiatan;

h. menyusun telaahan staf sebagai upaya peningkatan
bidang pemberdayaan sosial;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12



Pasal 12
13

(1) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi
sosial;

b. merencanakan kegiatan anggaran dan kerangka acuan
kcrja pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan
restorasi sosial serta program undian gratis berhadiah
dan pengumpulam uang atau bahan sebagai barang
pedoman pelaksanaan tugas;

c. inembagi tugas kepada bawahan dalam
mengadministrasikan pengclola kegiatan,
mengoperasikan komputer, mengclola bahan dan data
seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan
restorasi sosial, mengkoordinir kegiatan mengumpul
data kegiatan potensi dengan cara disposisi atau seeara
lisan agar mengetahui tugas dan tanggung jawab
masing-masing;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait
pelaksanaan kegiatan pada seksi pemberdayaan
potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

e. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat
terlaksana seeara efektif dan efisien;

f. memeriksa hasil/mengoreksi/ mengontrol pelaksanaan
tugas dalam mengadministrasikan komputer, mengelola
ballan dan data seksi pemberdayaan potensi,
kesetiakawanan dan restorasi sosial, mengkoordinir
taman makam pahlawan dan kegiatan mengumpul data
kegiatan potensi sumber dana sosial yang berhubungan
dengan rencana dan program kegiatan;

g. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar
mendapatkan basil sesuai target kegiatan;

h. membuat telahaan star untuk meningkatkan kinerja;
i. membuat laporan kepada atasan baik berdasarkan basil

keija sebagai bahan evaluasi bagi;
j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahterann Sosial,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial;
b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat

terlaksana seeara efektif dan efisien;
c . membagi tugas kepada bawahan dalam

mengadministrasikan , pengelola kegiatan ,
mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data
seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, dengan
cara disposisi atau seeara lisan agar mengetahui tugas
dan tanggung jawab masing-masing;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;

tv memeriksa
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e. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan

tugas dalam mengadministrasikan mengelola kegiatan ,
mengoperasikan komputer, mengelola bahan dan data
kegiatan fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) , Pembinaan Pckcrja Sosial
Masyarakat, data Kegiatan Kcluaiga Rentan, dan Data
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( bK3} serta
family care unit (PCU) yang berhubungan dengan
rencana dan program kegiatan:

f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
mendapatkan hasil sesuai target kegiatan ;

g. membuat telabaan staf untuk meningkatkan kineija;
h. membuat laporan kepada atasan balk berdasarkan hasil

keija sebagai bahan evaluasi;
i. melaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
j. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya,

(3) Seksi Pemherdayaan Kelembagaan Sosial, melaksanakan
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pemberdayaan kelembagaan sosial;
b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan riapat

terlaksana secnra efektif dan efisien;
c. membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksana

kegiatan seksi pemberdayaan kelembagaan sosial ,

kegiatan bim'ningan pemantapan manajemen LKS/
orsost bimbingan kerja sama dan penguatan
kelembagaan sosial , bimbingan peningkatan program
kemitraan, dengan cara disposisi atau secara lisan
maupun tertulis agar mengetahui tugas dan tanggung
jawab masing-making;

d. mengkoordinir, membina, mengendalikan dan
mengawasi upava- upaya pemberdayaan karang taruna;

e. mclaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam
rangka untuk pelancaran kegiatan seksi-seksi
pemberdayaan kelembagaan sosial ;

f. memeriksa hasil/ mengoreksi/mengontrol/mengevaluasi
pelaksanaan tugas kegiatan mengelola penyiapan
administrasi umum, mengelola bimbingan masyarakat,
mengelola penyiapan baban paparan dan pengumpul,
pendaftaran/petizinan Iks agar hasil pelaksanaan tugas
mendapatkan hasil sesuai target kegiatan;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
mendapatkan hasil sesuai target kegiatan ;

h. membuat telahaan staf untuk meningkatkan kmerja
dalam melaksanakan tugas;

i. membuat laporan kepada atasan basil pelaksanaan
tugas sebagai evaluasi kegiatan yang t.elah
dilaksanakan;

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

'USEtfBagian Keenam
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Bagian Keenam

Bidang Penanganan Kemiskinan

Pasal 13
(1) Bidang Penanganan Kemiskinan , mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Penanganan
Kemiskinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Bidang Penanganan Kemiskinan mempunyai
fungsi:
a. merencanakan operasional kerja tahunan seksi

penanganan fakir miskin perdesaan, seksi penanganan
fakir miskin perkotaan. seksi penanganan fakir miskin
daerah-daerah tertentu sebagai bahan pedoman
pelaksanaan tugas kegiatan ;

b. merencanakan operasional prgram kebijakan yang
diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
bidang penanganan kemiskinan dinas sosial kota
palembang;

c. menvelenggarakan operasional program penanganan
fakir miskin perdesaan , seksi penanganan fakir miskin
perkotaan, seksi penanganan fakir miskin daerah-
daerah tertentu dan operasional program kebijakan
atasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang
berlaku agar beijalan lancar, tertib administrasi dan
hasil yang optimal;

d . membagi tugas kegiatan seksi penanganan fakir miskin
pedesaan, seksi penanganan fakir miskin perkotaan,
seksi penanganan fakir miskin daerah-daerah tertentu;

e. member! petunjuk pelaksanaan kegiatan penanganan
fakir miskin pedesaan, seksi penanganan fakir miskin
perkotaan, seksi penanganan fakir miskin daerah -
daerah tertentu agar pelaksanaan tugas efisien dan
efektif;

f. membimbing pelaksanaan kegiatan seksi penanganan
fakir miskin pedesaan, seksi penanganan fakir miskin
perkotaan , seksi penanganan fakir miskin daerah-
daerah tertentu dalam penyiapan bahan pembinaan dan
petunjuk penyusunan program kegiatan sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;

g. mengkoordinasikan dengan unit keija dan instansi
terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

h. pengawasan pelaksanaan kegiatan seksi penanganan
fakir miskin pedesaan, seksi penanganan fakir miskin
perkotaan , seksi penanganan fakir miskin daerah-
daerah tertentu yang berhubungan dengan rencana dan
program berdasarkan ketentuan yang berlaku;

i. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi
penanganan fakir miskin pedesaan, seksi penanganan
fakir miskin perkotaan, seksi penanganan fakir miskin
daerah -daerah tertentu agar mendapatkan hasil sesuai
target kegiatan;

j. menyusun
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j . menyusun telaahan staf sebagai atasan Ijerdasarkan

kinetja bidang pemberdayaan sosial;
k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

berdasarkan basil kerja sebagai baban cvaluasi bagi
kepala dinas secara lisan maupurs tertuKs;

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
lerkait;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleb
kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

FasaL 14

( 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

penanganan fakir miskin ;
b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat

rerlaksana secara efektif dan efisien;
c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan ,

mendokumentasikan, mengadministrasikan , menyusun,
menggandakan bahan dan data laporan kegiatan serta
menyimpan data ke dalam komputer, dengan cara
disposisi atau secara lisan agar mengetahui tugas dan
tanggung jawah masing-masing;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain ;
e. memetiksa hasil/mengkorekst/mengontrol pelaksanaan

tugas pelaksana kegiatan , pengumpul data kegiatan
bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perkotaan,
mengonsep laporan dan rencana kegiatan, yang
berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;

T. mengevaluasi basil pelaksanaan Litgas bawahan agar
mendapatkan basil sesuai target kegiatan ;

g. membuat telaaban sraf nntuk meningkatkan kineija;
h. melaporkan basil keija dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kcdinas&n lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(2) Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi data
dan informasi;

h. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat
terlaksana secara efektif dan efisien;

c. membagi tugas kepada bawahan dalam mengumpulkan,

mendokumentasikan , mengadministrasikan , meny usun ,
menggandakan baban dan data laporan kegiatan serta
menyimpan data ke dalam komputer, dengan cara
disposisi atau secara lisan agar mengetahui tugas dan
tanggung jawab masing-masing;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
e. memeriksa basil/ mengoreksi/mengontrol pelaksanaan

tugas pelaksana kegiatan , pengumpul, pengelahan data
dan penjlisunan statistic kegiatan sosial , menyajikan
dan inemberikan informasi kegiatan sosial kepada
masyarakat baik melalui media elekuonik, media cerak
dan lainnya;

f. membagi
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f. membagi tugas kepada bawahan dalam menyusun,

mengevaluasi , pengolahan data PMKS/ PSKS, data
bahan. perencanaan dan melaporkan program kegiaiaii
dinas sosial kota palembang dengan cara disposisi atau
secara lisan agar bawahan mcngetahui tugas dan
tanggimg jawab masung-masing sub bagian;

g. membimbing bawahan dalam menyiapkan baban
pembinaan dan petunjuk penyusunan program kegiatan
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

h. memeriksa hasi/mengoreksi/ mengontrol pelaksanaan
tugas bawahan yang berhubungan dengan menyusun,
mengevaluasi, pengolahan data PMKS/PSKS, dan
melaporkan program kegiatan dinas sosial kota
palembang program kegiatan agar dapat tercapai sesuai
dengan target yang ditetapkan;

i. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan dalam
menyusun, mengevaluasi, pengolahan data
PMKS/ FSKS, dan melaporkan program kegiatan dinas
sosial kota palembang agar mendapatkan basil sesuai
target kegiatan ;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
mendapatkan basil sesuai target kegiatan ;

k. mem bust tclaahan staf untuk mcningkatkan kinerja.;
l. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja ; dan
m . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnva.

(3) Scksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pendampingan dan bantuan stimulan;
b. membimbing bawahan agar pelaksanaan kegiatan dapat

terlaksana secara efektif dan efisien;
c. membagi tugas kepada bawaban dalam mengumpulkan,

mendokumentasikan, mengadministrasikan , meny usun ,

menggandakan baban dan data laporan kegiatan serta
menyimpan data ke dalam komputer, dengan cara
disposisi atau secara lisan agar mengetahui tugas dan
tanggung jawab masing-masing;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain;
e. memeriksa hasil/mengoreksi / mengontrol dan

melaksanakan pendampingan UEP dan bantuan
stimulant masyarakat miskin perkotaan pelaksanaan
tugas pelaksana kegiatan , memyerifikasi dan
mengumpulkan data kegiatan Usaha Ekonomi Produktif
(UEP), mengonsep laporan dan rencana kegiatan , yang
berhubungan dengan rencana dan program kegiatan;

f . mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar
mendapatkan hasil sesuai target kegiatan;

gr membuat tclaahan staf untuk mcningkatkan kineija;
b. melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB IV..



BAB TV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

18

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operational Dinas,

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin olch scorang kcpala yang
bcmda dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operational.

Pasal 17

Jumlah , Nonienklatur, Susunan Organisasi , Uraian Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam
PeraturanWalikotatersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok Jabaian Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabaian Fungsional dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang lenaga fungsional senior.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan /atari seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
Teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional dltentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban keija.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Relanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sah.
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BAB VH

TATA KERJA

Pasal 20

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam melakaanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpiifikasi
baik secara vertikal, horiî ontal dan diagonal dalam
Iingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di Iingkungan Pemerintah Dacrah serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
beitanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wStjib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(4) Sctiap laporan yang diterima olch pimpinan satuan
organtsasi dari bawahan dialsh dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut,

(5) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
mcnunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
Iingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 21

(1J Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungst Dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini,
wajib dilaksanakan se1ambatlambatnya pada ranggai
1 Januari 2017,

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian

RAB IX,



BAB IX
KRTENTUAN PENUTUP

7 < )

Pasai 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi dinar
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepaln Dinas

Pasai 23

Dengan berlakunya Peraturan Wallkota ini, Peraturan Dacrah
Womor 41 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Dat-rah Korn Palembang Bab II Bagiar
Keenam dicabut dan dinyatakan tidak hr Baku

Pasai 2A

Peraiuran WaLikoia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap oraug mengetahumya, inemeriniahkan
pengundangan Peraturan Walikotu ini. dengan pcnempatannya
dalam Benta Daerah Kota PaicmDang.

Ditetapkan cii Palembang
pada tanggal 30 Udicmfcr 201o

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO
Diundangkan di Palembang
pada tanggal tiCsJ&fiber 2016

SEKRETAR1S DAERAH
KOTA PALEMBAN

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERA11 KOTA PALEMBANG I'AHUN 2016 NOMOR
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